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 Penjatuhan pidana dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam 

Undang-Undang Nomor 31 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana penjatuhan pidana 
dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi 
pada dasarnya tidak dapat dibenarkan berdasarkan keadilan hukum. 
Rumusan masalah dalam tesis ini adalah  bagaimana pengaturan hukum 
tindak pidana korupsi di Indonesia, bagaimana penjatuhan sanksi pidana 
minimum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, bagaimana petimbangan 
hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi 
menurut putusan Mahkamah Agung nomor 3280 K/Pid.Sus/2024   

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yang 
mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang 
dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti 
terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan 
mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 
bahan hukum tersier. 

Pengaturan penjatuhan pidana minimum/maksimum terhadap 
pelaku tindak pidana korupsi penjatuhan pidana dibawah batas sanksi 
pidana minimum khusus dari ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhkan oleh Hakim, pada dasarnya tidak 
dibenarkan berdasarkan asas keadilan hukum (legal juctice), karena pada 
dasarnya keadilan hukum berorientasikan kepada asas legalitas itu sendiri 
sebagai tolak ukur dalam menjatuhkan pidananya, akan tetapi pidana 
yang berada dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam undang-
undang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dikatakan 
bersesuaian dengan asas keadilan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 3280 K/Pid.Sus/2024 adalah adanya 
unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai 
akibat perbuatan tiundak pidana korupsi tersebut sehingga terdakwa 
dipidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan  serta denda 
sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 
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The imposition of sentences below the special minimum criminal 

sanctions in Law Number 31 in conjunction with Law Number 20 of 2001 
concerning the Eradication of Corruption, where the imposition of 
sentences below the special minimum criminal sanctions in corruption 
crimes is fundamentally unjustifiable based on legal justice. The research 
questions in this thesis are: how the legal regulations govern corruption 
crimes in Indonesia, how the minimum sentences are imposed on 
perpetrators of corruption, and how judges consider sentencing 
perpetrators of corruption according to Supreme Court Decision No. 3280 
K/Pid.Sus/2024. 

The research method used is descriptive analysis, which focuses 
on normative juridical legal research, namely research conducted by 
referring to legal norms, through library or secondary sources. Secondary 
data is obtained by processing data from primary, secondary, and tertiary 
legal materials. 

The regulation of minimum/maximum sentences for perpetrators of 
corruption, including sentencing below the specific minimum criminal 
sanctions stipulated in Law No. 31 of 1999 in conjunction with ...2 of 1999 
in conjunction with Law No. 32 of 1999 in conjunction with Law No. 32 of 
1999 in conjunction with Law No. 32 of 1999 in conjunction with Law No. 
32 of 1999 in conjunction with Law No. 32 of 1999 in conjunction with Law 
No. 32 of 1999 in conjunction with Law No. 32 of 1999 in conjunction with 
Law No. 32 of 1999 in conjunction with Law No. 32 of 1999 in conjunction 
with Law The sentences imposed by judges under Law Number 20 of 
2001 concerning the Eradication of Corruption are fundamentally 
unjustified based on the principle of legal justice, as legal justice is 
fundamentally oriented toward the principle of legality itself as the 
benchmark for sentencing. However, sentences below the specific 
minimum criminal sanctions in the Corruption Eradication Law can be 
considered to be in accordance with the principle of justice. 

The results of this study indicate that judges' considerations in 
sentencing perpetrators of corruption, according to Supreme Court 
Decision Number 3280 K/Pid.Sus/2024, include the element of financial 
loss to the state or the state economy as a result of the corruption. 
Therefore, the defendant is sentenced to two years and six months in 
prison and a fine of Rp. 100,000,000 (one hundred million rupiah). 
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